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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

“To Achieve Victory In Your Life, win The Same Game at Three 

Times, Ones at The Beginning, Ones in The Middle and Ones in The 

End.”  

 

    Skripsi ini aku persembahkan untuk : 

 Kedua orang tuaku tercinta 

 Saudara-saudariku tersayang 

 Sahabat dan orang yang selalu 

mendukungku 

 Almamater yang ku 

banggakan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

     Perwujudan dan realisasi hubungan-hubungan internasional 

dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional,sudah lama 

dilakukan oleh negara-negara di dunia ini. Perjanjian-perjanjian 

tersebut merupakan hukum yang harus dihormati dan ditaati oleh 

pihak-pihak yang bersangkutan. Tidaklah berlebihan jika dikatakan 

bahwa selama masih adanya dan tetap berlangsungnya hubungan 

antar bangs-bangsa atau negara-negara di dunia ini, selama itu pula 

masih akan selalu muncul perjanjian-perjanjian internasional. Pasang 

surutnya perjanjian-perjanjian itu tergantung pula pada baik 

buruknya hubungan antara bangsa atau hubungan antar negara1. 

       Diera globalisasi saat ini yang menciptakan ketergantungan 

(dependency) satu Negara dan Negara lain dan tidak ada satupun 

Negara yang dapat mengisolasikan diri dari pergaulan atau 

hubungan internasional karena tentu setiap Negara butuh negara lain 

untuk memenuhi kebutuhannya demi menjaga kelangsungan hidup 

negara serta meningkatkan kesejahteraan negara.2 

 

                                                             
             1 Syahmin AK.,Hukum Perjanjian Internasional, Unsri Press, Palembang, 2014, 

hlm 1. 

             2  Sefriani,Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional 

Kontemporer, Rajawali Pers, Jakarta, 2016 hlm 79. 
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Ditinjau dari segi materi, perjanjian-perjanjian yang dibuat di 

Indonesia meliputi hampir semua bidang, apakah politik,  hukum, 

ekonomi, keuangan, militer, perdagangan maupun kerjasama 

dibidang kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Sepanjang 

tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, Indonesia telah 

menjadi pihak pada perjanjian-perjanjian bilateral maupun 

multilateral dalam rangka partisipasi aktifnya untuk menunjang dan 

mengokohkan keserasian dalam kehidupan dan hubungan antar 

bangsa3. 

       Begitu pula dengan Indonesia dan Australia yang juga telah 

cukup lama menjalin hubungan perjanjian internasional, hubungan 

Bilateral antara Indonesia dan Australia telah lama terjalin dalam 

berbagai bidang, ini tidak bisa dihindari dikarenakan kemajuan di 

era globalisasi yang pesat serta adanya kedekatan geografis diantara 

kedua negara membuat perlunya kerjasama di berbagai bidang 

antara indonesia dan australia,walaupun dalam perkembangannya 

kerja sama kedua negara tidak selalu mulus dikarenakan adanya 

gesekan dan ketegangan baik dalam skala besar maupun kecil. 

      Jika dilihat dari segi hukumnya indonesia telah mengartikan 

pengertian perjanjian internasional melalui undang-undang no 24 

tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang tertuang didalam 

pasal 1 huruf a yang berbunyi :  

                                                             
             3 Syahmin AK.,Op.cit.,hlm.,1. 
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‘’ Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama 

tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara 

tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum 

publik.’’  

 Sedangkan menurut Vienna Convention on the Law of Treaties 

(Konvensi Wina) yang ditandatangani pada 23 Mei tahun 1969 yang 

telah diratifikasi oleh indonesia memberikan pengertian perjanjian 

internasional pada pasal 2 angka 1 huruf a yang berbunyi :  

  “Treaty" means an international agreement concluded between 

States in written form and governed by international law, whether 

embodied in a single instrument or in two or more related 

instruments and whatever its particular designation”; 

Yang bila diartikan secara terjemahan bebas memiliki pengertian 

yaitu : 

    ‘’ Perjanjian  berarti suatu perjanjian internasional dibuat antara 

Negara-Negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum 

internasional, baik yang terdapat dalam instrumen tunggal atau 

dalam dua atau lebih instrumen terkait dan apapun sebutan yang 

khusus’’.   

      Bisa dibilang didalam hukum yang berlaku Indonesia telah 

menetapkan pengertian dan batasan yang jelas mengenai pengertian 

perjanjian internasional hal ini dirasa sangat perlu dikarenakan 

perjanjian internasional mempunyai fungsi dalam hal pembentukan 
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dan perkembangan hukum internasional yang dapat dikategorikan ke 

dalam tiga macam fungsi sebagai berikut :4 

a. Merumuskan /menyatakan (to declare) atau menguatkan kembali 

(confirm/restate) aturan-aturan hukum internasional yang sudah ada 

(the existing rules of international law); 

b. Merubah dan/atau menyempurnakan (modify) ataupun 

menghapuskan (abolish) kaidah-kaidah hukum internasional yang 

sudah ada ,untuk mengatur tindakan-tindakan yang akan datang (for 

regulating future conducts); 

c. Membentuk kaidah-kaidah hukum internasional baru sama,sekali 

yang belum ada sebelumnya. 

      Lalu apabila kita lihat perbandingan kedua negara dari segi 

bentuk Negara dan pemerintahan, Indonesia adalah Negara dengan 

Bentuk pemerintaham Republik yang dikepalai oleh seorang 

presiden yang dipilih melalui pemilihan umum yang dilakukan 

setiap 5 tahun sekali , dilain pihak Australia adalah Negara 

persemakmuran Inggris di mana kepala pemerintahannya di pimpin 

oleh Perdana Menteri, Sistem pemerintahan yang ada di Australia 

hampir mirip dengan yang ada di Amerika yaitu dikuasai oleh 2 

Partai besar yaitu Partai Buruh Australia (ALP) dan Partai Liberal5.  

      Jika kita kaji dalam sudut lain selain hukum walaupun Indonesia 

dan Australia dua negara yang bertentangga dekat namun memiliki 

                                                             
              4 Ibid.,hlm.,31 

              5  Dwi Ana Wiyatiningrum. ‘’Hubungan Bilateral Indonesia-Australia Pada Masa 

Pemerintahan Kevin Rudd (2007-2013)’’.2015. Hlm. 15. 

Dalam:eprints.uny.ac.id/17755/1/201140/6241018%Full%Awiyatiningrum.swf. Diakses 

pada tanggal 15 Februari 2017 pukul 12.27. 
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perbedaan yang cukup signifikan didalam berbagai hal contohnya 

saja dari letak geografis dan sejarah perkembangan negaranya 

Indonesia adalah negara kepulauan yang dihuni oleh ratusan juta 

penduduk yang terdiri dari berbagai suku,etnis,agama,dan budaya 

yang berbeda dan mempunyai sejarah penjajahan yang cukup, lama 

dari bangsa eropa dan jepang sehingga melahirkan sifat militan 

kepada bangsa indonesia6.  

      Sedangkan dilain pihak Australia adalah sebuah negara yang 

terletak di sebuah benua tersendiri yang sangat luas yang 

penduduknya sekarang ,sebagian besar memiliki latar sejarah yang 

berasal dari imigran eropa yang mengambil alih kekuasaan di pulau 

tersebut dari suku aborigin yang merupakan suku asli dari pulau 

tersebut  sedangkan  jika dilihat dari segi penempatan geografisnya 

Australia bisa dibilang kurang beruntung karena terletak diluar 

tempat strategis jalur perdagangan dan berdekatan dengan indonesia 

yang terletak di tempat yang amat strategis sehingga mau tidak mau 

Australia harus membuat perjanjian internasional dengan Indonesia 

dan seharusnya menjaga hubungan baik kedua Negara7. 

       Hal-hal diatas adalah sebagian kecil dari banyaknya perbedaan 

yang sering menjadi landasan terjadinya gesekan-gesekan dan 

masalah diantara kedua negara,hubungan Indonesia dan Australia 

bisa dibilang renggang pada saat presiden pertama Indonesia yaitu 

                                                             
             6  Chintya Magdalena Sinaga, ‘’Dinamika Hubungan Australia-Indonesia Dalam 

Bidang Politik (2010-2015)’’.2015.Hlm. 6. 

Dalam: repository.unhas.ac.id:4002/digilib/gdl.php/mod=browse&op=read&id=--

chintyamag-7085&PHP=3d6g7. Diakses pada tanggal 15 Februari 2017 pukul 13.01 

              7 Ibid.,hlm.,7. 
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Ir.soekarno menjalankan politik luar negeri indonesia yang bersifat 

militan dalam usaha pembebasan Irian Barat yang menyebabkan 

hubungan diplomatik Indonesia dan Australia merenggang atau bisa 

dikatakan beku , dan hubungan diplomatik itu mulai melunak sejak 

rezim soekarno runtuh dan digantikan dengan rezim soeharto8,dan 

banyak lagi gesekan lain yang terjadi dalam kurun waktu beberapa 

tahun belakang. 

      Setelah itu hubungan Indonesia dan Australia kembali 

mengalami pasang surut dan pada tahun 2013 hubungan kedua 

negara kembali terganggu karena adanya masalah imigran gelap 

karena Perdana Menteri Australia terpilih saat itu Tonny Abbott  

telah mengeluarkan kebijakan mengenai pegendalian jumlah imigran 

yang datang ke Australia telah dilihat Indonesia sebagai tantangan 

atas kedaulatan. Dan yang paling heboh di Indonesia pada saat itu 

adalah kasus spionase dan penyadapan yang dilakuakan kepada 

Presiden Republik Indonesia saat itu yaitu Susilo Bambang 

Yudhoyono.  

      Dalam hal penyadapan Australia di Indonesia, PM Tonny Abbott  

menyikapi hal itu dengan sikap yang tidak ramah. Karena sikap 

Abbott itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengusulkan 

enam cara yang mengacu ke normalisasi hubungan yang diharapkan 

dapat menciptakan semacam kode etik hubungan dan protokol 

intelijen sebagai panduan bagi kedua negara, tetapi yang lebih 

                                                             
              8 Ibid.,hlm.,8. 
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penting lagi menjamin adanya sikap kooperatif yang berdasarkan 

persahabatan dari kedua belah pihak9.  

      Setelah hubungan ketegangan kedua negara kembali mereda 

Australia kembali berulah pada tahun 2017 dimana pihak militer 

mereka menghina ideologi bangsa indonesia yaitu pancasila dengan 

memplesetkannya menjadi ‘’Pancagila’’ hal ini tak ayal membuat 

hubungan kedua negara kembali memanas yang berujung pada 

penarikan militer Indonesia dari Australia yang sedang melakukan 

kerjasama militer10.  

      Tindakan yang dilakukan oleh militer Australia tersebut 

sangatlah tidak etis dan terkesan merendahkan Indonesia dan dari 

sejarah kerjasama kedua belah pihak seharusnya kedua belah pihak 

terutama Australia dalam bertindak haruslah mengacu pada 

perjanjian kerjasama antara kedua negara yang telah disepakati 

antara kedua negara Indonesia dan Australia telah menandatangani 

Deklarasi Kemitraan Komprehensif (Comprehensive Partnership) 

yang pada intinya menegaskan semangat kerjasama kedua pihak 

disemua bidang. Selain itu, deklarasi ini sekaligus menjadikan 

payung kerjasama komprehensif kedua negara. 

      Selain Deklarasi Kemitraan Komprehensif tersebut, Indonesia 

dan Australia pada tanggal 13 (tiga belas) November 2006 juga telah 

                                                             
              9  Ikrar Nusa Bhakti, ‘’Jika Garuda Murka’’. 

Dalam:https://www.google.co.id/amp/nasional.kompas.com/amp/read/2013/11/22/1056558

/Jika.garuda.Murka.? Diakses pada tanggal 15 Februari 2017 pukul 19.20. 

             10  Mehulika sitepu, ‘’Tepatkah Langkah TNI Membekukan Kerja Sama Militer 

Dengan Australia’’. Dalam: http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38509431. Diakses 

pada tanggal 15 Februari 2017 pukul 20.01. 
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menandatangani Agreement on Framework for Security Cooperation 

(Traktat Lombok). Dimana, Traktat ini juga menjadi perjanjian legal 

kerjasama kedua negara di bidang pertahanan-keamanan yang 

mencakup sepuluh bidang seperti Law Enforenment, keamanan 

Maritim,keselamatan dan keamanan penerbangan, kontra terorisme, 

emergency,Intelegent and Community Understanding, dan People-

To-People Cooperation11. 

      Berdasarkan landasan kerjasama yang telah dibuat oleh kedua 

negara, maka antara Indonesia dan Australia tidak dapat dipisahkan 

dalam meniti kerjasama di berbagai bidang dan perekatan hubungan 

timbal balik yang saling menguntungkan. Hal ini telah tercermin 

dalam realitas hubungan kedua negara berdasarkan pertimbangan 

nasional masing-masing dan sangatlah tidak terpuji apabila Australia 

selalu melakukan hal-hal yang mengganggu hubungan kerjasama 

kedua negara yang telah ditandatangani didalam berbagai macam 

perjanjian, dan bisa dikatakan Australia telah melanggar Norma 

Hukum yang telah disepakati oleh kedua negara terutama dalam isu 

terbaru mengenai penghinaan pancasila karena jika dilihat dari 

berbagai perjanjian yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua 

negara indonesia dan Australia mungkin saja tindakan militer 

Australia tersebut dapat menjadi penyebab terputusnya  hubungan 

kerjasama bilateral kedua negara dimasa yang akan datang. 

                                                             
              11  Dwi Ana Wiyatiningrum., Op.cit., hlm., 16. 
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      Karena jika dilihat dari Konvensi Wina 1969 Indonesia bisa 

membatalkan suatu perjanjian internasional dengan syarat tertentu 

seperti yang tertuang didalam pasal 46 ayat 1 dan 2 Konvensi Wina 

1969 yang membahas tentang dapat berakhirnya atau batalnya suatu 

perjanjian menyatakan : 

Pasal 46 ayat 1 dan 2 : 

1.  A State may not invoke the fact that its consent to be bound by a 

treaty has been expressed in violation ofa provision of its 

internal law regarding competence to conclude treaties as 

invalidating its consent unless that violation was manifest and 

concerned a rule of its internal lawof fundamental importance. 

2. A violation is manifest if it would be objectively evident to any 

State conducting itself in the matter in accordance with normal 

practice and in good faith. 

 

Yang kurang lebih jika diterjemahkan secara bebas berbunyi sebagai 

berikut :  

      Ayat 1 : Suatu Negara tidak boleh memohon fakta bahwa 

persetujuan untuk terikat dengan suatu perjanjian telah dinyatakan 

dalam pelanggaran terhadap ketentuan hukum internal mengenai 

kompetensi untuk menyimpulkan perjanjian karena membatalkan 

kecuali dengan persetujuan bahwa pelanggaran itu nyata dan 

menyangkut aturan hukum internal fundamental penting. 

      Ayat 2 : Pelanggaran akan terwujud Jika objektif  jelas bagi 

setiap Negara melakukan sendiri dalam hal ini sesuai dengan praktek 

yang biasa dan dengan itikad baik.  
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      Berdasarkan pemaparan yang telah dipaparkan diatas dan 

beberapa pasal-pasal baik itu dari undang-undang yang dibuat oleh 

pemerintah Indonesia maupun hasil dari ratifikasi konvensi 

internasional Keinginan untuk analisa lebih jauh tentang kajian 

hubungan bilateral Indonesia-Australia dari tahun 2013 sampai 

insiden penarikan militer Indonesia pasca Penghinaan pancasila oleh 

militer Australia pada tahun 2017 berdasarkan perspektif hukum 

Perjanjian Internasional serta segala sesuatu yang berhubungan 

dengan hal-hal tersebut diatas, 

      telah menjadi latar belakang permasalahan dalam penelitian ini, 

yang hasilnya dituangkan dengan judul: STATUS HUBUNGAN 

BILATERAL ANTARA INDONESIA-AUSTRALIA SETELAH 

PENGHINAAN IDEOLOGI PANCASILA OLEH MILITER 

AUSTRALIA DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN 

INTERNASIONAL. 
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B. Rumusan Masalah 

      Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka 

 permasalahan yang akan coba dibahas dalam penelitian ini adalah : 

1. Masalah apa saja yang melatarbelakangi timbulnya 

permasalahan antara Indonesia dan Australia hingga insiden 

penghinaan pancasila ? 

2. Bagaimana peran perjanjan bilateral kedua Negara dalam 

menyelesaikan faktor-faktor yang mempengaruhi masalah 

hubungan bilateral kedua Negara ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk: 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan 

Hubungan Australia dan Indonesia kurang harmonis dan sering 

terjadi masalah serta bagaimana cara penyelesaiannya secara 

normatif.                                                                                                                             

2. Untuk mengetahui bagaimanakah peran perjanjian kedua 

negara dalam menjaga hubungan baik kedua negara.  
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     D.  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk: 

1. Secara Teoritis  

      Penulis berharap dengan adanya penulisan skripsi mampu 

menambah ilmu kepustakaan atau sebagai sumbangsih ilmu 

pengetahuan dibidang hukum internasional terutama dalam hal 

perjanjian internasional dan hubungan diplomatik antara Indonesia 

dan Australia. Dengan mengetahui pokok dari permasalahan yang 

dibahas didalam skripsi ini maka akan sangat berguna bagi mereka 

yang ingin mempelajari secara lebih jauh mengenai Kajian 

hubungan bilateral indonesia-australia dari tahun 2013 sampai 

insiden penarikan Militer Indonesia pasca penghinaan pancasila oleh 

militer Australia pada tahun 2017 berdasarkan perspektif hukum 

perjanjiani internasional. 

2. Secara Praktis 

      Adapun secara praktis diharapkan tulisan yang ditulis ini dapat 

memberikan masukan-  masukan terhadap pemerintah maupun 

instansi yang bersangkutan dalam membuat serta mengembangkan 

pengaturan yang berkaitan dengan hubungan bilateral antara 

Indonesia dan Australia dimasa mendatang. 
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     E.  Metode Penelitian 

       Suatu metode penelitian diperlukan karena metode penelitian 

merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta seni. Sehingga,suatu penelitian 

bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, 

metodologis, dan konsisten.12 Adapun metode penelitian yang 

digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. 

1. Jenis Penelitian  

      Berdasarkan jenis penelitian, maka penelitian ini tergolong 

sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian ini merupakan jenis 

penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau 

data sekunder,13 yang dapat mencakup penelitian terhadap asas-asas 

hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan 

horizontal,perbandingan hukum,serta sejarah hukum.14  

2. Pendekatan Permasalahan 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah: 

1. Pendekatan Undang-Undang (statute approach). Yang dapat 

dilakukan dengan menganalisa berbagai undang-undang dan 

ketentuan (serta konvensi-konvensi internasional) yang relevan 

dengan permasalahan yang relevan dengan permasalahan yang 

dibahas dalam penulisan.15 

                                                             
             12  Zainuddin Ali.,Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2014,hlm.17. 

             13  Usmawadi,Penulisan Ilmiah Bidang Hukum,Palembang, 2005,hlm.14. 

             14 Soejono.Soekanto dan Sri Mamudji,Penelitian Hukum Normatif ,Rajawali Pers, 

Jakarta, 2012,hlm.14.  

            15 Peter Mahmud Marzuki,Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2011,hlm.136. 
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2. Pendekatan Historis adalah pendekatan yang digunakan untuk 

mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan 

hukum.16 Dimana didalam penulisan ini penulis akan 

mengemukakan perkembangan hubungan bilateral antara 

Indonesia dan Australia hingga Insiden penghinaan Pancasila 

yang terjadi pada tahun 2017. 

      3. Bahan Hukum  

                 Dalam penelitian hukum ini, dilakukan dengan cara studi bahan-

           bahan pustaka yang lazi dinamakan dengan data sekunder.17 Dalam 

          penelitiannya,data-data sekunder mencakup: 

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat.18 

Antara lain: 

1. Undang-Undang  No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian 

Internasional 

2. Vienna Convention on the Law of Treaties1969  

3. Agreement on Framework for Security Cooperation 2006 

b. Bahan hukum sekunder,yaitu bahan-bahan yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer.19 Antara lain: 

1. Buku buku dan berbagai litelatur 

2. Jurnal dan artikel hukum baik nasional maupun internasional 

                                                             
             16 Soejono Soekanto dan Sri Mamudji,op.cit.,hlm.88. 
            17 Ibid.,hlm.,13. 

            18 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 

2009,hlm.113-115 

            19 Ibid.,hlm.114. 
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3. Ketentuan yang lainnya yang relevan dengan objek kajian dalam 

penelitian. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan bahan yang memberikan 

penjelasan,baik bahan hukum primer maupun sekunder.20 Seperti 

berita resmi, kamus hukum, bahan seminar dan bahan dari 

internet yang relevan dan memiliki kaitan dengan objek kajian 

penelitian. 

4.   Metode Pengumpulan Bahan Hukum 

      Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan 

cara studi Kepustakaan dan bahan hukum tertulis yang 

selanjutnya disebut sebagai ‘’bahan hukum’’,kemudian bahan 

hukum tersebut dikumpulkan dan dianalisa. Bahan hukum 

tersebut antara lain, Perundang Undangan, serta konvensi 

internasional, jurnal baik nasional maupun internasional, artikel 

hukum yang berkaitan dengan Status Hubungan Bilateral Antara 

Indonesia-Australia Setelah Penghinaan Ideologi Pancasila Oleh 

Militer Australia Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Internasional. 

Bahan bahan ini diperoleh penulis dari perpustakaan dan 

berbagai website serta berita resmi yang berkaitan dengan bahan 

penulisan antara lain website berita resmi seperti 

kompas.com,bbc.com, Kementerian Luar Negeri Republik 

Indonesia dan jurnal elektronik baik itu jurnal nasional maupun 

internasional. 

                                                             
            20 Ibid.,hlm.113-115. 
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           5. Metode Analisis Bahan Hukum 

      Dalam penelitiannya penulis data data primer maupun 

sekunder maupun juga data tersier yang terkumpul secara analis 

kualitatif, yang berarti analis data yang dilakukan terhadap data 

data yang bersifat keterangan atau bahan bahan tertulis.21 Yang 

kemudian digunakan dalam proses penelitian ini sebagai 

penunjang dari argumentasi penulis. 

            6. Teknik Penarikan Kesimpulan  

      Cara penarikan kesimpulan yang diambil didalam penelitian 

ini adalah dengan menggunakan cara atau tekhnik berpikir 

deduktif, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada hal hal yang 

bersifat umum yang kemudian ditarik kesimpulan secara 

khusus.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
                 21 Usmawadi.,op.cit.,hlm.48. 

                 22 Soerjono Soekanto,Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 

2006,hlm.67. 
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